BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM
DALAM MEMBATALKAN 61 SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH
YANG TUMPANG TINDIH DENGAN HAK GUNA USAHA DALAM
PERKARA NOMOR 37/G/2013/PTUN-MDN
A. Tinjauan Umum Mengenai Hak Milik Atas Tanah dan Hak Guna Usaha

1.  Pengertian Tanah

Sebutan tanah dalam bahasa kita dapat dipakai dalam berbagai arti.
Maka dalam penggunaannya perlu diberi batasan, agar diketahui dalam
arti apa istilah tersebut digunakan. Dalam Hukum Tanah kata sebutan
“tanah” dipakai dalam arti yuridis, sebagai suatu pengertian yang telah
diberi batasan resmi oleh UUPA. Dalam Pasal 4 dinyatakan, bahwa Atas
dasar hak menguasai dari Negara ditentukan adanya macam-macam hak
atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada
dan dipunyai oleh orang-orang.

Dengan demikian jelaslah, bahwa tanah dalam pengertian yuridis
adalah permukaan bumi (ayat 1). Sedang hak atas tanah adalah hak atas
sebagian tertentu permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan
ukuran panjang dan lebar. Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh
orang dengan hak-hak yang disediakan oleh UUPA, adalah untuk
digunakan atau dimanfaatkan. Diberikannya dan dipunyainya tanah
dengan hak-hak tersebut tidak akan bermakna jika penggunaannya terbatas

hanya pada tanah sebagai permukaan bumi saja. Untuk keperluan apa pun
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tidak bisa tidak, pasti diperlukan juga penggunaan sebagian tubuh bumi
yang ada di bawahnya dan air serta ruang yang ada di atasnya. Oleh karena
itu dalam ayat (2) dinyatakan bahwa hak-hak atas tanah bukan hanya
memberikan wewenang untuk mempergunakan sebagian tertentu
permukaan bumi yang bersangkutan, yang disebut “tanah”, tetapi juga
tubuh bumi yang ada di bawahnya dan air serta ruang yang ada di atasnya.
Dengan demikian makna yang dipunyai dengan hak atas tanah itu adalah
tanahnya, dalam arti sebagian tertentu dari npermukaan bumi. Tetapi
wewenang menggunakan yang bersumber npada hak tersbeut diperluas
hingga meliputi juga penggunaan “sebagian tubuh bumi yang ada di
bawah tanah dan air serta ruang yang ada di atasnya”.

Tubuh bumi dan air serta ruang yang dimaksudkan itu bukan
kepunyaan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. la hanya
diperbolenkan menggunakannya. Dan itu pun ada batasnya seperti yang
dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) dengan kata-kata : sekedar diperlukan
untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah
itu, dalam batas-batas menurut undang-undang ini (yaitu : UUPA) dan
peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Sedalam berapa tubuh bumi itu
boleh digunakan dan setinggi berapa ruang yang ada di atasnya boleh
digunakan, ditentukan oleh tujuan penggunaannya, dalam batas-batas
kewajaran, perhitungan teknis kemampuan tubuh buminya sendiri,
kemampuan pemegang haknya serta ketentuan peraturan perundang-

undangan yang bersangkutan.
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Penggunaan tubuh bumi itu harus ada hubungannya langsung
dengan gedung yang dibangun di atas tanah yang bersangkutan. Misalnya
untuk pemancangan tiang-tiang pondasi, untuk basement, ruang parker dan
lain-lain keperluan yang langsung berhubungan dengan pembangunan dan
penggunaan gedung yang dibangun.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994) tanah adalah
Permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali;
Keadaan bumi di suatu tempat;
Permukaan bumi yang diberi batas;
Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, cadas, napal
dan sebagainya).
Hak Milik Atas Tanah
a. Pengertian Hak Milik Atas Tanah
Menurut ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria yang
berbunyi:
Pasal 20
(1) Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang
dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam
Pasal 6.
(2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.
Hak milik merupakan hak yang paling kuat atas tanah, yang
memberikan kewenangan kepada pemiliknya untuk memberikan

kembali suatu hak lain di atas bidang tanah Hak Milik yang
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dimilikinya tersebut (dapat berupa Hak Guna Bangunan dan Hak Guna
Usaha), yang hampir sama dengan kewennagan negara (Sebagai
penguasa) untuk memberikan hak atas tanah kepada warganya.

. Tujuan Hak Milik Atas Tanah

Tujuan Hak Milik Atas Tanah tidak disebutkan secara tertulis dalam
Undang-Undang Pokok Agraria (atau biasa disingkat menjadi UUPA),
namun dalam UUPA tersebut tercantum mengenai tujuan dari
pendaftaran tanah. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UUPA tujuan
pendafataran tanah, ditentukan sebagai berikut:

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan
pendaftaran tanah diseluruh Reoublik Indonesia menurut ketentuan-
ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA tersebut menjadi awal dari
kepemilikan hak milik atas tanah, karena sebelum memperoleh hak
milik atas tanah maka tanah tersebut harus didaftarkan terlebih dahulu
dan ketika sudah memalui semua prosedur yang dipersyaratkan
sebagai bukti otentik dari hak kepemilikan atas tanah, termuat dalam
bentuk sertifikat hak milik.

Tujuannya dari sertifikat hak milik untuk memberikan kepastian
hukum dan perlindungan hukum.

Syarat Sahnya Mendapatkan Hak Milik Atas Tanah

Pasal 21

(1) Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai Hak Milik
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(2) Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat
mempunyai Hak milik dan syarat-syaratnya.

(3) Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini
memperoleh Hak Milik karena pewarisan tanpa wasiat atau
percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara
Indonesia yang mempunyai Hak Milik dan setelah berlakunya undang-
undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu
dalam jangka waktu sau tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau
hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut
lampau Hak Milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus
karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan
bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.

(4) Selama seseorang di samping kewarganegaraan Indonesianya
mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai
tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat (3)
pasal ini.

Dapat diketahui bahwa pada dasarnya Hak Milik atas tanah hanya
dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia aja, dan tidak dapat
dimiliki oleh warga negara asing dan badan hukum, baik yang
didirikan di Indonesia maupun yang didirikan di luar negeri dengan
pengecualian badan-badan hukum tertentu yang diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 38 tahun 1963. Ini berarti selain warga negara
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Indonesia tunggal, dan badan-badan yang ditunjuk dalam Peraturan

Pemerintah No. 38 Tahun 1963, yang terdiri dari:

1) Bank-bank yang didirikan oleh negara (selanjutnya disebut Bank
Negara);

2) Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan
berdasarkan atas Undang-Undang No. 79 Tahun 1958 (Lembaga
Negara tahun 1958 No. 139);

3) Badan-badan  Keagamaan, yang ditunjuk oleh  Menteri
Pertanian/Agraria setelah mendengar Menteri Agama;

4) Badan-badan Sosial yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria
setelah mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial,

Tidak ada pihak lain yang dapat menjadi pemegang hak milik atas

tanah di Indonesia. Dengan ketentuan yang demikian berarti setiap

orang tidaklah dapat dengan begitu saja melakukan pengalihan hak
milik atas tanah. Ini berarti Undang-Undang Pokok Agraria
memberikan pembatasan peralihan hak milik atas tanah. Agar hak
milik atas tanah dapat dialihkan, maka pihak terhadap siapa hak milik
atas tanah tersebut hendak dialihkan haruslah merupakan orang
perorangan warga negara Indonesia tunggal, atau badan-badan hukum
tertentu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun

1963 tersebut.
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d. Hapusnya Hak Milik Atas Tanah

Hak milik dinyatakan bukan hak milik lagi ketika:

1) Tanahnya jatuh kepada negara yang disebabkan karena pencabutan
hak yang diakibatkan tanahnya akan digunakan untuk kepentingan
umum dan tentunya ada proses ganti rugi;

2) Adanya penyerahan secara sukarela oleh pemiliknya;

3) Tanahnya ditelantarkan;

4) Orang asing yang memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa
wasiat, pencampuran harta karena perkawinan, WNI yang memiliki
kewarganegaraan lain;

5) Terjadinya proses jual beli, pertukaran, penghibahan, pemberian
dengan wasiat, baik secara langsung maupun tidak langsung
sehingga memindahkan hak milik kepada orang asing, WNI yang
memiliki kewarganegaraan lain, atau kepada badan hukum, atau;

6) Tanahnya musnah.

B. Hak Guna Usaha
1. Pengertian Hak Guna Usaha
Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai
langsung oleh Negara, dalam jangka waktu paling lama 25 tahun
mencakup perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan. Hak ini
diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar.
Jika luas HGU lebih dari 25 hektar, maka harus menggunakan mekanisme

investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik, disesuaikan
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dengan perkembangan zaman. Untuk perusahaan yang memerlukan waktu

yang lebih lama dapat diberikan hak guna usaha untuk waktu paling lama

35 tahun. Pemegang hak dapat meminta perpanjangan hak nya menjadi 25

tahun.

Hak ini hanya dapat diberikan kepada warga negara Indonesia, atau badan

hukum yang didirikan menurut hukum di Indonesia, serta berkedudukan di

Indonesia. HGU dapat dijadikan sebagai jaminan utang dengan dibebani

hak tanggungan. Sebagaimana hak yang lain, hak ini pun dapat beralih

atau dialihkan kepada pihak lain.

. Tujuan Hak Guna Usaha

Melihat dari pengertian mengenai Hak Guna Usaha (HGU), maka kita

dapat mengetahui bahwa tujuan adanya HGU tersebut untuk

mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka
waktu paling lama 25 tahun, guna usaha pertanian, perikanan atau
peternakan.

. Syarat Sahnya Mendapatkan Hak Guna Usaha

Tata cara permohonan untuk mendapatkan Hak Guna Usaha, sebagai

berikut :

1) Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pejabat yang
berwenang melalui Kepala Direktorat Agraria Provinsi yang
bersangkutan, dengan tembusan kepada Bupati Kepala Daerah c.q.
Kepala Sub Direktorat Agraria yang bersangkutan.

Jika tanah tersebut terletak dalam wilayah lebih dari satu Kabupaten,



2)

3)

4)

5)
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maka tembusan permohonan tersebut harus disampaikan kepada

masing-masing Bupati Kepala Daerah c.q. Kepala Sub Direktorat

Agraria yang bersangkutan.

Mengenai kelengkapan keterangan-keterangan berlaku sesuai dengan

kelengkapan keterangan dalam pengajuan permohonan hak milik dan

ditambah denganketerangan-keterangan, sebagai berikut :

a. Tentang bonafiditas dan likuiditas perusahaan.

b. Rencana pengusahaan tanah jangka pendek dan jangka panjang.

c. Tenaga ahli yang tersedia.

d. Rekomendasi dari instansi-instansi yang dianggap perlu.

e. Setelah menerima berkas permohonan Hak Guna Usaha, maka
berlaku juga tata cara penyelesaian permohonan Hak Guna Usaha
sesuai tata cara penyelesaian permohonan Hak Milik.

Seksi Pendaftaran Tanah atau Sub Direktorat Pendaftaran Tanah
membuat gambar situasi dari tanah yang bersangkutan yang digunakan
sabagai bahan pertimbangan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah.

Apabila segala persyaratan permohonan pemberian Hak Guna Usaha
telah lengkap, Kepala Direktorat Agraria Provinsi bersama dengan
instansi-instansi lainnya yang merupakan Panitia Pemeriksaan Tanah
untuk Hak Guna Usaha mengadakan pemeriksaan setempat terhadap
tanah yang dimohonkan.

Apabila semua keterangan telah lengkapdan tidak ada keberatan untuk

meluluskan permohonan, sedangkan wewenang untuk memutuskan
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ada pada Gubernur Kepala Daerah, dengan segera mengeluarkan surat
keputusan pemberian Hak Guna Usaha atas tanah tersebut dan dicatat
dalam daftar khusus.

6) Syarat-syarat umum dalam pemberian Hak Milik juga berlaku pada
pemberian Hak Guna Usaha.

7) Jika wewenang untuk memberikan keputusan tentang permohonan
Hak Guna Usaha tersebut ada pada Gubernur Kepala Daerah, tetapi
syarat-syarat tidak terpenuhi, maka permohonan tersebut dibatalkan
dan ketentuan penyelesaian permohonan Hak Milik berlaku juga untuk
penyelesaian permohonan Hak Guna Usaha dan pendaftaran.

4. Hapusnya Hak Guna Usaha

Hapusnya HGU (lihat Pasal 34 UUPA dan Pasal 17 PP No. 40/1996);

1) Jangka waktunya berakhir.

2) Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat
yang tidak dipenuhi.

3) Dilepaskan secara suka rela oleh pemegang haknya.

4) Dicabut untuk kepentingan umum.

5) Ditelantarkan.

6) Tanahnya musnah.

7) Pemegang HGU tidak memenuhi syarat sebagai subyek pemegang

HGU.
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C. Tinjauan Umum Mengenai Hakim
1. Pengertian Hakim

Hakim berasal dari kata oSa — aSay - oSla : sama artinya dengan
gadhi yang berasal dari kata = — a3 - (=@ artinga memutus.
Sedangkan menurut bahasa adalah orang yang bijaksana atau orang yang
memutuskan perkara dan menetapkannya. Adapun pengertian menurut
Syar'a Hakim yaitu orang yang diangkat oleh kepala Negara untuk menjadi
hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselsinan dalam
bidang hukum perdata oleh karena penguasa sendiri tidak dapat
menyelesaikan tugas peradilan.?! Sebagaimana Nabi Muhammad SAW
telah mengangkat gadhi untuk bertugas menyelesaikan sengketa di antara
manusia di tempat-tempat yang jauh, sebagaimana ia telah melimpahkan
wewenang ini pada sahabatnya. Hakim sendiri adalah pejabat peradilan
Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.
Sedangkan menurut undang-undang Republik Indonesia nomer 48 tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa yang dimaksud dengan hakim
adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan
yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan
peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata
usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam
lingkungan peradilan tersebut.?? Dengan demikian hakim adalah sebagai

pejabat Negara yang diangkat oleh kepala Negara sebagai penegak hukum

2L file://sirkulasiku/pengertian-syarat-dan-fungsi-hakim.html. diunduh pada Selasa 21Juli
2020 Pukul 15.48
22 Undang-Undang RI No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
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dan keadilan yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang
telah diembannya meneurut undang-undang yang berlaku. Hakim
merupakan unsur utama di dalam pengadilan. Bahkan ia “identik” dengan
pengadilan itu sendiri. Kebebasa kekuasaan kehakiman seringkali
diidentikkan dengan kebebasan hakim. Demikian halnya, keputusan
pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu,
pencapaian penegakkan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan
dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan
keadilan.

Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat), begitu bunyi Pasal 1
Ayat (3) UUD 1945 Amandemen Ketiga. Sepatutnya pengertian negara
hukum dimaksud diartikan secara dinamis baik dalam tataran sistem
hukum eropa kontinental semacam Indonesia maupun sistem hukum
Anglo Saxon. Memang sebagian ahli berpendapat konsep negara hukum
itu cenderung lebih dekat pada sistem kontinental karena mengusung
konsep Supremacy of General Law daripada sistem Anglo Saxon yang
menekankan pada asas stare decisis yang memungkinkan hakim untuk
membentuk hukum (judge made law). Namun demikian pandangan ini
sudah berubah, hukum tidak lagi semata-mata difungsikan sebagai refleksi
kekuasaan yang berdaulat, tetapi harus pula dipertanyakan hakekat dan
substansi hukum tersebut. Karena itu menurut Hoogers dan Warmelink
sebenarnya patut memfungsikan hakim sebagai deputy legislators atau

pseudo legislators. Goldstein, menerangkan setidaknya ada 3 (tiga) konsep
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kedudukan hakim dalam penegakan hukum (law enforcement). Pertama,
dalam kerangka total enforcement concept, dimana hakim diharapkan
menegakkan hukum secara menyeluruh baik norma maupun nilai yang
terkandung didalamnya. Hal ini sulit dilakukan karena dalam menjalankan
hukum itu sendiri terdapat kerangka due process of law sehingga terdapat
pembatasan lain seperti penerapan Hukum Acara. Kedua, full enforcement
concept yaitu terhadap sisi-sisi yang masih grey area hakim memberikan
diskresinya atas berbagai keterbatasan substansi hukum, struktur hukum
maupun budaya hukum. Ketiga, adalah actual enforcement concept. Oleh
karena itulah kekuasaan kehakiman itu tidak hanya mengandung
pengertian otoritas hukum tetapi juga kewajiban hukum yang merupakan
kekuasaan yang melekat pada hakim dan pengadilan untuk melaksanakan
fungsi pemerintahan berupa mengadili dan memutus (adjudication).

Hakim adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan
kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu elemen dari
rumusan negara berdasar atas hukum (Rechtstaat).®> Mengenai
pemahaman kekuasaan kehakiman merujuk pada pasal 24 UUD 1945 yang
menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung
dan Badan Kekuasaan Kehakiman menurut undang-undang”. Dalam
penjelasan UUD 1945 tentang kekuasaan kehakiman memberikan
penjelasan bahwa “Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka,

yang artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah”. Untuk

23 Zainal Arifin Hoesein, Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, (Yogyakarta: Imperium, 2013),

him.52
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mempertegas dan menjabarkan pengertian kekuasaan kehakiman dalam
pasal 24 UUD 1945, maka pasal 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970
tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa
“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk
menyelengarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan 25
berdasarkan pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya negara
hukum Republik Indonesia.?* Ditinjau secara normatif menurut Pasal 1
ayat (5) undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang komisi Yudisial
yang dimaksud dengan hakim adalah hakim agung dan hakim pada badan
peradilan disemua lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah
Agung serta hakim Mahkamah Konsitusi sebagaimana dimaksud didalam
Pasal 24 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Sedangkan secara etimologi yang dimaksud dengan hakim adalah organ
pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah
diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu
ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis
(mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak
atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satu pun yang bertentangan dengan

asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan Yang Maha Esa.?®

24 1bid,hIm.53.
25 http://repository.uin-suska.ac.id/15693/8/8.%20BAB%20I1l  2018223IH.pdf
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2. Hak dan Kewajiban Hakim

Dalam pasal 1 butir 8 KUHAP dinyatakan, bahwa hakim
merupakan peradilan negara yang diberikan wewenang oleh Undang-
undang untuk mengadili, mengadili adalah serangkaian tindakan Hakim
untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan
asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan
menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Kewenangan Hakim Wewenang adalah suatu kekuatan memerintah
orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.?® Hakim
sebagai  penyelenggara kekuasaan kehakiman merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan Pasal
24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dengan kekuasaan hakim tersebut dapat mempengaruhi sesorang atau
tidak mempengaruhi seseorang. Menurut Ibnu Khaldun kekuasaan
diartikan sebagai kemampuan pelaku kekuasaan mempengaruhi tingkah
laku pelaku lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku terakhir menjadi
sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan.?’
Peradilan dipahami sebagai segala sesuatu yang bertalian dengan tugas
memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum in

coretto dalam memepertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil

26 http://repository.uin-suska.ac.id/15693/8/8.%20BAB%20IIl__2018223IH.pdf
27 7ainal Arifin Hoesein, op. cit., h. 52-53.
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dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum
formal.?®
Kewenangan hakim harus diaktualisasikan secara proporsional
dalam rangka penegakan hukum, kebenaran dan keadilan sesuai peraturan
perundang-undangan maupun kode etik serta memerhatikan hukum yang
hidup dalam masyarakat, hakim harus senantiasa berinteraksi dengan rasa
keadilan masyarakat, dengan memerhatikan prinsip equality before of the
law. Kewenangan hakim yang sangat besar itu menuntut tanggung jawab
yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang dengan kalimat ”Demi
keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa “bermakna, bahwa
kewajiban menegakkan kebenaran dan keadilan harus dipertanggung
jawabkan kepada Tuhan yang Maha Esa.?®
Hak dan Kewajiban Hakim menurut Kode Etik Hakim ialah:%°
a. Berperilaku Adil
Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan
yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa
semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian,
tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan
perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (equality and fairness)
terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan

tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab

28 |bid., h. 55.
2% Wildan Suyuthi Mustofa, Kode Etik Hakim, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013), him.72.
30 https://pta-jambi.go.id/pph-kode-etik/kode-etik-hakim
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menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil

dengan tidak membeda-bedakan orang.

1)

2)

3)

4)

5)

Hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan
menghormati asas praduga tak bersalah, tanpa mengharapkan
imbalan.

Hakim wajib tidak memihak, baik di dalam maupun di luar
pengadilan, dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan
masyarakat pencari keadilan.

Hakim wajib menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan
pencabutan haknya untuk mengadili perkara yang bersangkutan.
Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang
tengah berperkara atau kuasanya termasuk penutut dan saksi
berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim
yang bersangkutan.

Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang
menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka,
atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal
kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau
status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan
dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam

proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan.



6)

7)

8)

9)
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Hakim dalam suatu proses persidangan wajib meminta kepada
semua pihak yang terlibat proses persidangan untuk menerapkan
standar perilaku sebagaimana dimaksud dalam butir (5).

Hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan
tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak,
berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau
kuasanya, atau saksi-saksi, dan harus pula menerapkan standar
perilaku yang sama bagi advokat, penuntut, pegawai pengadilan
atau pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim
yang bersangkutan.

Hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak
beritikad semata-mata untuk menghukum.

Hakim dilarang menyuruh / mengizinkan pegawai pengadilan atau
pihak-pihak lain untuk mempengaruhi, mengarahkan, atau
mengontrol jalannya sidang, sehingga menimbulkan perbedaan

perlakuan terhadap para pihak yang terkait dengan perkara.

. Mendengar Kedua Belah Pihak

1)

2)

Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap
orang khususnya pencari keadilan atau kuasanya yang mempunyai
kepentingan dalam suatu proses hukum di Pengadilan.

Hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di
luar persidangan, kecuali dilakukan di dalam lingkungan gedung

pengadilan demi kepentingan kelancaran persidangan yang
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dilakukan secara terbuka, diketahui pihak-pihak yang berperkara,
tidak melanggar prinsip persamaan perlakuan dan ketidak
berpihakan.
Berperilaku Jujur
Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar
adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong
terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan
hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud
sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam

persidangan maupun diluar persidangan.

1) Hakim harus berperilaku jujur (fair) dan menghindari perbuatan

yang tercela atau yang dapat menimbulkan kesan tercela.

2) Hakim harus memastikan bahwa sikap, tingkah laku dan
tindakannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, selalu
menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegak
hukum lain serta para pihak berperkara, sehingga tercermin sikap
ketidakberpihakan Hakim dan lembaga peradilan (impartiality).

Berperilaku Arif Dan Bijaksana

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-

norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum,

norma-norma keagamaan, kebiasan-kebiasan maupun kesusilaan
dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu

memperhitungkan akibat dari tindakannya.
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Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang

berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-

hati, sabar dan santun.

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Hakim wajib menghindari tindakan tercela.

Hakim, dalam hubungan pribadinya dengan anggota profesi hukum
lain yang secara teratur beracara di pengadilan, wajib menghindari
situasi yang dapat menimbulkan kecurigaan atau sikap
keberpihakan.

Hakim dilarang mengadili perkara di mana anggota keluarga hakim
yang bersangkutan bertindak mewakili suatu pihak yang berperkara
atau sebagai pihak yang memiliki kepentingan dengan perkara
tersebut.

Hakim dilarang mengizinkan tempat kediamannya digunakan o
leh

seorang anggota suatu profesi hukum untuk menerima klien a
tau menerima anggota-anggota lainnya dari profesi hukum
tersebut.

Hakim dalam menjalankan tugas-tugas yudisialnya wajib terbebas

dari pengaruh keluarga dan pihak ketiga lainnya.

Hakim dilarang menggunakan wibawa pengadilan untuk

kepentingan pribadi, keluarga atau pihak ketiga lainnya.

Hakim dilarang mempergunakan keterangan yang diperolehnya
dalam proses peradilan untuk tujuan lain yang tidak terkait dengan

wewenang dan tugas yudisialnya.
Hakim dapat membentuk atau ikut serta dalam organisasi para
hakim atau turut serta dalam lembaga yang mewakili kepentingan

para hakim.
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9) Hakim berhak melakukan kegiatan ekstra yudisial, sepanjang tidak
menggangu pelaksanaan tugas yudisial, antara lain : menulis,
memberi kuliah, mengajar dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan
yang berkenaan dengan hukum, sistem hukum, ketatalaksanaan,

keadilan atau hal-hal yang terkait dengannya.

Bersikap Mandiri

Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain,

bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun.

Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku Hakim yang tangguh,

berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai

tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

1) Hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan
bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang
bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun.

2) Hakim wajib bebas dari hubungan yang tidak patut dengan
lembaga eksekutif maupun legislatif serta kelompok lain yang
berpotensi mengancam kemandirian (independensi) Hakim dan
Badan Peradilan.

3) Hakim wajib berperilaku mandiri guna memperkuat kepercayaan
masyarakat terhadap Badan Peradilan.

Berintegritas Tinggi

Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur

dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud
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pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-

norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas.

Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani

menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan

tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta

selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk

mencapai tujuan terbaik.

1)

2)

3)

4)

5)

Hakim harus berperilaku tidak tercela.

Hakim tidak bolen mengadili suatu perkara apabila memiliki
konflik kepentingan, baik karena hubungan pribadi dan
kekeluargaan, atau hubungan-hubungan lain yang beralasan
(reasonable) patut diduga mengandung konflik kepentingan.

Hakim harus menghindari hubungan, baik langsung maupun tidak
langsung dengan Advokat, Penuntut dan pihak-pihak dalam suatu
perkara tengah diperiksa oleh Hakim yang bersangkutan.

Hakim harus membatasi hubungan yang akrab, baik langsung
maupun tidak langsung dengan Advokat yang sering berperkara di
wilayah hukum Pengadilan tempat Hakim tersebut menjabat.
Pimpinan Pengadilan diperbolehkan menjalin hubungan yang
wajar dengan lembaga eksekutif dan legislatif dan dapat
memberikan keterangan, pertimbangan serta nasihat hukum selama
hal tersebut tidak berhubungan dengan suatu perkara yang sedang

disidangkan atau yang diduga akan diajukan ke Pengadilan.
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7)

8)

9
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Hakim wajib Dbersikap terbuka dan memberikan informasi
mengenai kepentingan pribadi yang menunjukkan tidak adanya
konflik kepentingan dalam menangani suatu perkara.

Hakim dilarang melakukan tawar-menawar putusan,
memperlambat pemeriksaan perkara, menunda eksekusi atau
menunjuk advokat tertentu dalam menangani suatu perkara di
pengadilan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila memiliki
hubungankeluarga, Ketua Majelis, Hakim anggota lainnya, Pen
untut, Advokat, dan Panitera yang menangani perkara tersebut.
Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila Hakim itu
memiliki hubungan pertemanan yang akrab dengan pihak yang

berperkara, Penuntut, Advokat, yang menangani perkara tersebut.

10) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah mengadili

atau menjadi Penuntut, Advokat atau Panitera dalam perkara

tersebut pada persidangan di Pengadilan tingkat yang lebih rendah.

11) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah menangani

hal-hal yang berhubungan dengan perkara atau dengan para pihak
yang akan diadili, saat menjalankan pekerjaan atau profesi lain

sebelum menjadi Hakim.

12) Hakim dilarang mengijinkan seseorang yang akan menimbulkan

kesan bahwa orang tersebut seakan-akan berada dalam posisi
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khusus yang dapat mempengaruhi Hakim secara tidak wajar dalam
melaksanakan tugas-tugas peradilan.

13) Hakim dilarang mengadili suatu perkara yang salah satu pihaknya
adalah organisasi, kelompok masyarakat atau partai politik apabila
Hakim tersebut masih atau pernah aktif dalam organisasi,
kelompok masyarakat atau partai politik tersebut.

14) Hakim harus mengetahui urusan keuangan pribadinya maupun
beban-beban keuangan lainnya dan harus berupaya secara wajar
untuk mengetahui urusan keuangan para anggota keluarganya.

15) Hakim dilarang menggunakan wibawa jabatan sebagai Hakim
untuk mengejar kepentingan pribadi, anggota keluarga atau
siapapun juga dalam hubungan finansial.

16) Hakim dilarang mengijinkan pihak lain yang akan menimbulkan
kesan bahwa seseorang seakan-akan berada dalam posisi khusus
yang dapat memperoleh keuntungan finansial.

17) Prasangka dan Pengetahuan atas Fakta
Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila Hakim tersebut
telah memiliki prasangka yang berkaitan dengan salah satu pihak
atau mengetahui fakta atau bukti yang berkaitan dengan suatu
perkara yang akan disidangkan.

18) Hubungan dengan Pemerintah Daerah
Hakim dilarang menerima janji, hadiah, hibah, pemberian,

pinjaman, atau manfaat lainnya, khususnya yang bersifat rutin atau
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terus-menerus dari  Pemerintah Daerah, walaupun pemberian
tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas yudisial.
19) Tata Cara Pengunduran Diri
Hakim yang memiliki konflik kepentingan wajib mengundurkan
diri dari memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan.
Keputusan untuk mengundurkan diri harus dibuat seawal mungkin
untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul terhadap
lembaga peradilan atau persangkaan bahwa peradilan tidak
dijalankan secara jujur dan tidak berpihak. Apabila muncul keragu-
raguan bagi Hakim mengenai kewajiban mengundurkan diri,
memeriksa dan mengadili suatu perkara, wajib meminta
pertimbangan Ketua.
20) Bertanggungjawab

Bertanggungjawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan
sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan
tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala
akibat atas pelaksanaan
Penerapannya :
a) Penggunaan Predikat Jabatan

Hakim dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan

pribadi, keluarga atau pihak lain.

b) Penggunaan Informasi Peradilan
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Hakim dilarang mengungkapkan atau menggunakan informasi
yang bersifat rahasia, yang didapat dalam kedudukan sebagai
Hakim, untuk tujuan yang tidak ada hubungan dengan tugas-

tugas peradilan.

21) MENJUNJUNG TINGGI HARGA DIRI

a)

b)

Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat
dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi
oleh setiap orang.

Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya Hakim, akan
mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh,
sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga

kehormatan dan martabat sebagai aparatur Peradilan.

22) BERDISIPLIN TINGGI

a)

b)

Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-
kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk
mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari
keadilan.

Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang
tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian
dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya,
serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan

kepadanya.

23) BERPERILAKU RENDAH HATI
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a) Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan
kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari
setiap bentuk keangkuhan.

b) Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau
membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang
lain, menumbuh kembangkan sikap tenggang rasa, serta
mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di
dalam mengemban tugas.

24) BERSIKAP PROFESIONAL

a) Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh
tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan
kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar
pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas.

b) Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang
senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan,
serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja,
sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan,
efektif dan efisien. Hakim wajib menghindari terjadinya
kekeliruan dalam membuat keputusan, atau mengabaikan
fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau
dengan sengaja membuat pertimbangan yamg
menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili

suatu perkara yang ditanganinya.



a7

D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Pengadilan

1. Pengertian Putusan

Definisi Putusan yang tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa
“Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan
adanya suatu sengketa. Menurut Sudikno Mertokusumo, Putusan adalah
suatu pernyataan yang diberikan oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang
diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang
terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara

atau sengketa antara pihak yang berperkara.!

. Syarat-Syarat Putusan

Kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh Mahkamah Agung
bersama sama badan-badan peradilan yang yang berada dibawahnya,
adalah kekuasaan untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan
putusan atas perkara-perkara yang diserahkan kepadanya untuk
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan perundang-undangan.
Badan yang memegang kekuasaan kehakiman dan peradilan ini harus
dapat bekerja dengan baik dalam tugas-tugas, sehingga dihasilkan putusan-
putusan yang objektif dan tidak memihak dengan senantiasa menjunjung
tinggi hukum dan keadilan.®> Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan
memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, pertama-tama

harus menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu, yaitu peraturan

31 sudikno Mertokususmo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, Liberty, 1988, him. 167-

168.

32 http://repository.uin-suska.ac.id/15693/8/8.%20BAB%20I1l__2018223IH.pdf
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perundang-undangan, tetapi kalau peraturan perundang-undangan tersebut
ternyata tidak cukup atau tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu
perkara, maka barulah hakim akan mencari dan menemukan sendiri
hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain, seperti yurisprudensi,
doktri, traktat, kebiasaan, atau hukum tidak tertulis.®® Sejalan dengan itu
menurut Roscoe Pound, ada beberapa langkah yang biasa dilakukan oleh
seorang hakim pada saat mengadili suatu perkara pengadilan, yaitu

menemukan hukum, menafsirkan hukum, dan menerapkan hukum.3*

Dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat mengenai putusan yaitu:

1. Membuktikan benar tidaknya peristiwa atau fakta yang diajukan para
pihak dengan pembuktian alat bukti yang sah, menurut hukum
pembuktian, yang diuraikan dalam duduk perkara dan Berita Acara
Persidangan.

2. Mengkualifisir peristiwa/ fakta yang telah terbukti itu, yaitu menilai
peristiwa itu termasuk hubungan hukum apa, atau yang mana,
menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatiring untuk
kemudian dituangkan dalam pertimbangan hukum.

3. Mengkonstituir,  yaitu menetapkan hukumnya yang kemudian

dituangkan dalam amar putusan.

33 Wildan Suyuthi Mustofa, opcit, him 66-67.
34 |bid, him.67



